
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 
PROVINSI LAMPUNG 

JI. Wolter Monginsidi No. 69 Teluk Betung Kode Pas 35215 
Telp. (0721) 481122, Fax. (0721) 482166 

KEPUTUSAN
 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG
 
NOMOR 6 /DPRD,LPG/12.01/2014
 

TENTANG
 

PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS PEMBAHASAN TERHADAP LAPQRAN HASIL
 
PEMERIKSAAN BPK-RI ATAS BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK DAN
 

PENYELESAIAN KERUGIAN DAERAH PER 10 MARET 2014
 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG, 

Menimbang	 bahwa untuk mendukung kelancaran pembahasan terhadap 
Laporan Hasil Pemeriksaan BPK-RI atas Bantuan Keuangan 
Partai Politik dan Penyelesaian Kerugian Daerah Per 10 Maret 
2014, perlu dibentuk Panitia Khusus Dewan Perwakilan Rakyat 
Daerah Provinsi Lampung yang ditetapkan dengan Keputusan 
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung; 

Mengingat 1.	 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Penetapan 
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 
Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I 
Lampung dengan mengubah Undang-Undang Nomor 25 
Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I 
Sumatera Selatan menjadi Undang-Undang; 

2 .	 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa 
kali terakhir dengan Undang-Undang Undang-Undang 
Nornor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas 
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
Pemerintahan Daerah; 

3.	 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan 
Pemerintahan Daerah; 

4.	 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis 
Permusyawarahan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, 
Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat 
Daerah; 

5.	 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan; 

6.	 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah; 

7.	 Peraturan Pemerintah Nornor 79 Tahun 2005 tentang 
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan 
Pemerintahan Daerah; 

8.	 Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang 
Pembagian Urusan Pemerintahan an tara Pemerintah, 
Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah 
Kabupaten/Kota; 
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Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang 
Pengelolaan Keuangan Negara dan Daerah; 

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang 
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah; 

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang 
Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan 
Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan 
Rakyat Daerah; 

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata 
Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Serta Kedudukan 
Keuangan Gubemur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah 
Provinsi, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Pemerintah Nomor 23 Tahun 2011 tentang Perubahan 
Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang 
Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Serta 
Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah 
di Wilayah Provinsi; 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah 
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam 
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman 
Pengelolaan Keuangan Daerah; 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2010 
tentang Pedoman Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah terhadap Tindak Lanjut Hasil 
Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan; 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 
tentang Pembentukan Produk Hukutn Daerah; 

Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 6 Tahun 2007 
tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Provinsi 
Lampung Tahun 2005-2025; 

Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 7 Tahun 2007 
tentang Pokok-Pokok Perencanaan Pembangunan dan 
Pengelolaan Keuangan Daerah; 

Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2009 
tentang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi Lampung; 

Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 11 Tahun 
2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Daerah 
Provinsi Lampung dan Sekretariat Dewan Perwakilan 
Rakyat Daerah Provinsi Lampung sebagaimana telah 
diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung 
Nomor 6 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan 
Daerah Provinsi Lampung Nomor 11 Tahun 2009 tentang 
Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Daerah Provinsi 
Lampung dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat 
Daerah Provinsi Lampung; 

Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 8 Tahun 2011 
tentang Pembentukan Peraturan Daerah; 

Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi 
Lampung Nomor 1 Tahun 2010 tentang Tata Tertib; 
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Memperhatikan 

Menetapkan 

KESATU 

KEDUA 

KETIGA 

KEEMPAT 

KELIMA 

Tembusan: 

: 1.	 Hasil Rapat Badan Musyawarah Dewan Perwakilan Rakyat 
Daerah Provinsi Lampung tanggal 5 Mei 2014; 

2.	 Hasil Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 
Provinsi Lampung tanggal 8 Mei 2014; 

MEMUTUSKAN: 

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 
TENTANG PEMBENTUKAN PANITlA KHUSUS PEMBAHASAN 
TERHADAP LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN BPK-RI ATAS 
BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK DAN PENYELESAIAN 
KERUGIAN DAERAH PER 10 MARET 2014. 

Membentuk Panitia Khusus Pembahasan terhadap Laporan 
Hasil Pemeriksaan BPK-RI Atas Bantuan Keuangan Partai 
Politik dan Penyelesaian Kerugian Daerah Per 10 Maret 2014, 
dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam 
Lampiran Keputusan ini. 

Panitia Khusus Pembahasan terhadap Laporan HasiI 
Pemeriksaan BPK-RI Atas Bantuan Keuangan Partai Politik 
dan Penyelesaian Kerugian Daerah Per 10 Maret 2014 
sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu dilaksanakan 
oleh Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi 
Lampung usulan Fraksi-Fraksi. 

Masa kerja Panitia Khusus sebagaimana dimaksud pada 
Diktum Kesatu sejak tanggal 9 Mei 2014 sampai dengan 21 
Mei 2014 dan melaporkan hasil pembahasan dalam Rapat 
Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi 
Lampung pada tanggaI 22 Mei 2014. 

Panitia Khusus dinyatakan berakhir masa tugasnya setelah 
melaporkan hasil pembahasannya dalam Rapat Paripurna 
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung 
sebagaimana dimaksud dalam Diktum Ketiga. 

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, 
dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat 
kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan 
sebagaimana mestinya. 

Ditetapkan di Telukbetung 
pada tanggaI 8 Mei 2014 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
 
PROVINSJ LAMPUNG
 

Wakll Ketua t
 

~ 
Ir.H.HANTONI HASAN,M.Si 

1.	 Menteri Dalam Negeri RJ di Jakarta; 
2.	 Gubernur Lampung di Telukbetung; 
3.	 Masing-masing Anggota Panitia Khusus yang bersangkutan; 


